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 PEMBANGUNAN HUKUM DALAM =
- PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Oleh :  Ismail Suny

- ‘jangka panjang keiiga, 1995 - 2020,
- menuptai pengefaisn komitmen kiis.
o untuk memberi porsi lebil: besar ke
- pada program pembangunan hukang
Alasaanya, untuk melaksanskan citg
Negara Indonesia vang adif, makg
ukuran dan nilai pembangunan perlu
diﬂanﬁ}a}si ketentuzan-ketentuan ha-
kum. Penulis artike] ini berpendapat,
- perlu “lebih  dikembangkan ‘paham
Kenegaraan Negara Hukum Pancasiln

Dalam Pembukaan Undang-Undang. Dasar 1945 ditegaskan cita-cita
Rakyat Indonesia dengan kata-kata : "Dan Perjuangan pergerakan Kemer-
dekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan
selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia di depan pintu gerbang
Kemerdekaan Negara Indonesia, yang ‘merdeka, bersatu, berdaulatan, adil
dan makmus”: S T

Ternyata bahwa proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945
itu hanya baru mengantarkan kita kedepan pintu gerbang Kemerdekaan Ne-
gara Indomnesia. Dasawarsa-dasawarsa seterusnyalah yang benar-benar mem-
bawa kita pada Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Dan kemu-
dian dasawarsa-dasawarsapun dibutuhkan untuk mencapai Indonesia yang
makmur. Bahkan masth memerlukan dasawarsa-dasawarsa lagi untuk me-
-laksanakan Indonesia yang adil,

Kalau kita mau berbicara dalam istilah Pembangunan Jangka Panjang,
vang meliputi rentang waktu 25 tahun umpamanya, maka ternyatalah pelak-.
sanaan Cita-cita Rakyat itu dapat dibagi sebagai berikut :

Pembangunan Jangka Panjang Pertama (1945-1970)
: Dalam periode ini dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 Indonesia vang:
merdeka telah kita rebui dari penjajahan Belanda dan Jepang. Kita dalam

# Makalah Gntok Seminar Masional *Politik Peinbangunan Hulkum Nasional”:aleh:Fakulas Hukum UL
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hal ini menganut : ajaran Hans Kelsen, yang menyatakan : .. Jika pe-
merintahan baru sanggup mempertahankan undang- undang dasar baru'.
dengan cara yang effektif, maka pemerintahan ini dan undang-undang dasar B
ini adalah menurut hukum internasional, pemerintahan yang sah dan undang-
undang dasar yang berlaku dari negara itu”l. Oleh karena itu UUD 1945
dalam periode 1945 - 1949 menurut kita adaiah UUD Negara Repubhk

esia yang. merdeka . :

,Dengan selesamya pensilwa-penstiwa Darul Islam ch 3 awa Barat gerakan'
pemxsahan diri di Maluku; Darul {slam di Sulawesi-Selatan, pemberontakan :
Acsh, pemberontakan PRRI di Sumatra dan Sulawesi Utara dan terintegra- -
sinya Irian Barat ke dalam Ibu Pertiwi; Indonesia yang bersatu sebagai yang
dicita-citakan oleh Bapak~bapak Kemerdekaan k:ta dalam Panma Persiapan
Kemerdekaan Indonesm telah tercapai’.

:Dimulai oleh pengakuoan negara—negara Arab d:tahun 1947, dan kemu-
dxan pengakuan kedaulatan negara kita oleh Belanda pada 27 Desember 1949
dan oleh'negara-negara fain seielah itu, Indonesia yang berdaulat telah diakul
oleh sebagian: besar: negara-pegara- berdaulat,di dunia. - :

Ketlga pembangunan nasional yang berintikan pemhangunan poimk
mengenai Kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersata dan ber-
daulat itu telah kita capai dalam kurun waktu 1545-1967 dibawah kepremdenan
Ir Soekarno

?embangunan Jaangka Pan@ang Kedua (1978 1995)

; Dengan usaha pemerataan pembanguna.n nasional yang bermtakan pem«
bangumn ékonomi dari hasil kepre51denan ‘Jendral Soeharto dalam kurun
waktn 1967-1993, Insya’ Allahi ¢ita-cita Rakyat Indonesia mengenai Kemer-
dekaan Negara Indonesia yang makmur telah dltetapkan landasan dan asas-
asasnya Menurut data yang ada sejak 1976 sampai denigan 1987 jumlah dan
persentase penduduk ‘miskin’ semakin mengecil ‘(berkurang)é. Bahkan
‘menurut statistik Food and Agricultural Organization (FAQ), pertumbuhan
Indonesxa dalam pércapita padi-padian antara 197475 dan 1984/5 adalah ter-
tinggi kedoa di Asia sesudah Burma. Dalam bulan Nopember 1985, Presiden
Soeharto ‘telah diundang untuk berbicdra-di depan Koaperen51 40 tahun
Peringatan 'FAO di Roma ‘'sebagai “wakil” negara-negara’ berkembang.
Undangan itu adalah pengakuan ‘hasil-hasil Indénesia yang ‘monumental di
bidang: pertaman E e : S : :

1. Lihat Hans Kelsen, General Theory of Law sed State, Cambridge : Harward University Press, 1945, h.368.

2_ Ismail Suny, Pergeseran Hekunssan Eksekmii Suatu Pcnyehd:kan Dalam Hukum Tatanegara, Jakarta,
Aksara Baru, 1986 cet. ke-6, hi13-140 :

3. Lihat Nazaruddin Svamsuddin, Integrasi Politik & !admm, Jakana, PT Gramedia, 1989,

‘4, J. Supranto, Kemiskinan dah D:smbusx Pendapatan, Basimess News, 2 Januan 1580, Bandmgkan ismax!

Sunv. Beneari Eeadian, Jaksarts » Ghelia indonesia 1882, h . 436-427. -
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lah, pengakuan hasil-hasil _}Iﬁdoﬂe’si_a 'yang monumental di bidang

Pembangunan Jangks Panjang Ketiga (995-2020)

Pada waktu itu’ pakar'pakar kita sedang mempersiapkan pola umﬁﬁi_
pembangunan jangka panjang yang meliputi waktu 25 tahun mendatang. Jika
cita<cita Rakyat Indonesia mengenax negara Indonesiaryang telah ditegaskan
oleh Pemibukaan UUD 1945 itu tetap menjadi pegangan dan pedoman kita;

maka cita-cifa’ negara Indonesia vang adil tidak dapat tidak harus mengadx
1ntx dari pembangunan nasmnal jangka panjang ketiga ' :

Untuk melaksanakan negara Indoneswt yang adil, ukuran dan nilai yang
harus dipergunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum, maka tepatiah bila
pembangunan nasmnal yang akan datang itu berintikan pembangunan hukum.
Dengan benntlkan pembangunan hukum tidak berarti tidak ada pembangunan
ekonomi; sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Sebagaimana da-
lam pembangunan jangka panjang pertama dan kedua dengan titik berat atau
;nn tzdaklah memadakan pembangunan nasional dibidang-bidang lain.

Paham Kenegaman Negara Hukum Pancasiia

Saya tidak dapat menerima anggapan bahwa para pendiri negara kiia
dikala merumuskan dan mengesahkan UUD 1945, telah bertolak dari postulat
(pengadaan awal) "paham kenegaraan integralistik”. Sebagai telah saya
katakan dalam jawaban saya atas pembahasan Sdr. Abdulkadir Besar, SH.
terhadap makalah saya ”Konsntusmnahsme Indonesia”, prinsip-prinsip dasar
dan:perdebatan-kontemporer®, "dalam dokumen yang berhubungan dengan
pembentukan Negara Indonesia, gagasan staats-idee integralistik, untuk per-
tama kali terdapat dalam pidato Prof. Mi. R. Sogpomo dalam sidang Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tgl 31 Mei 1945.
Disebutkannya bahwa diantara teori-teori negara yang ada, maka teori negara .
integralistik “yang diajarkan oleh Spionosa, Adam Miller, Hegel, dan lain-
Jain:(abad 18 dan 19)".itulah yang “cocok dengan aliran pikiran kenmuran”
«dan sangat-sesuai pula dengan masyarakat Indonesia”. "Soepomo juga
mengatakan "idee totahter, idee integralistik dari bangsa Indonesia, yang ber-
wujud-juga dalam susunan tatanegaranya vang asli’7.

Sebagaimana dikatakan Prof. Logemann, walaupun ”pengaruh gagasan

5. Anne Booth, Agricaltural Bevelopment in Indonesia, Sidney : Allen & Unwin Australia Pry Led.,; 1988, 1.1,

6. Ismail Suny, Konstitusionalisme Indonesia  prinsip-prinsip dasar dan pendebatan kontemporer, makalah
- -untuk Seminar Sehari "Tiga Dasawarsa Kembali ke Undang-undang Dasar 1945" Oleh Pusat Studx Hukum
Tata Negara, Fakuiltas Hukom-Universitas Indonesia, 3 Juli 1989, .
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Soepomo: tak:-dapat dipungkiri”, "orang tidak boleh mengatakan bahwa

Undang-undang dasar 1945 terutama memakai cap Soepomo”8, "Soepomo,;
"kataProf. Logemann, "menginsyafi dengan baik bahwa pandangan ini da-.
lam beberapa hal menurnt perkembangan -perkembangan yang terbukii ke-
mudian mendekati nasional-sosialisme; begitu dekat, sehingga mengkhawatir- .
kan..” Prinsip. dari persatuan diantara pimpinan dan rakyat serta prinsip-.
prinsip mengenai kesatuan dalam seluruh negara, merupakan unsur-unsur:
darialiran-ketimuran (Naskah 112)"9, Mengenal tiadanya persetujuan yang:
diharuskan antara presiden dan parlemen tentang suatu undang-undang, maka,
keluarlah dari mulut Soepomo “bahwa kedaulatan rakyat itugidak terjelma-
dalam parlemen, melainkan dalam pribadi Presiden (Naskah 263)"10-.

“ Kita masih memerlukan snat penelitian unsur Hegelian dalam pandang.
an.negara integralistikterutama hubungan filsafat Fegel dengan konsep ne-::
gara totaliter, asas kedaulatan negara, atau. nilai-nilai yang oleh sementara
pihak dianggap tidak.demokratik atau mengekang kebebasan”!l.: o

“"Menurut pendapat penulis, walaupun staat-idee integralistik ada’dimaju-
kan oleh Supomo, tetapi melihat masuknya dalam UUD 1945 asas kedaulatan
rakyat {Pembukaan UUD 1945 dan pasal 1 ayai 2), kewajiban Presnden me-
megang teguh undang-undang dasar dan men;alankan undang-undang {pasal-
5 ayat 2, pasal'9-dan Penjelasan UUD" 1945 tentang negara Indonesia berdasar- -
kanatas hukum), dan pasal-pasal hak @sasi manusia (dalam Pembukaan pasal g
1 ayat 2, pasal 27, 28; 29,30, 31, 32, dan 33) pandangan kenegaraan integra-
listik telah dltoiak Dan yang diterima adalah pandangan kenegaraan Negara
Hukum Pancasila sepérti yang dirtmuskan dalam Pembukaan, Batang Tubuh '
dan’ PenJelasan Undang-Undanga Dasar 1945

Dalam pembukan UUD 1945 telah dirumuskan : “Maka disﬁSuhiah Ke.
merdekaan Kebangsaan Indoneésia itu' dalam suatu Undang-undang Dasar Ne-
gara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Republik Indonesia yang |
berkedauiatan'rakyat dengan berdasarkan kepada; Ke-Tuhanan Yang Maha.~
Esd, Kemanusiaan yang -adil dan beradab, Persatuan’ Indonesia, dan Ke-
rakyatan yang dipimpin ‘oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawara- E
tan/Perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat :
Indonesia”.

Dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 terdapat o
ketenman—ketentuan negara hukum Pancasila sebagai berikat :

8. Prof. A, H.A. Logema.nn Ke!eraagan kelerangan Bam 'i"emang ’quadmys ﬂndaszg-uminng !)asar lndn-
nesia 1945 ‘Jakarta, Aries Lima, 1985 h 28 v

g, Logemann, op et h3rO -
10. Lagzmann, op cic h.32.

11.8kripsi Marsilam Shmanjuniak, $.H:, Unsur Hegehan dalam Papdangan Negara Integraiistik, pada F. H.
U.1., salah satu uszha kearah itn, o
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e fAL Perbukaan UUD 1945 ‘memuat dalam-alinea pertama‘ kaia “peri’
keadilan”; dalam- alinea’ kedua istilah “adil”; setfa dalam- alinea keempai’
perkataan-perkataan: “keadilan sosial” dan “kemanusian yang adil”: ‘Semua
. istilah-istilaly ini berindasi kepada pengert:an negara hukum; karena bukanlah! -
salah satutujuan hukuimituialah antok mencapai keach}an Kemudzau ‘dalars;
Pembukaan UUD 1945 padaalineakeempat ditegaskan +",...:. . maka disusun=i
iahe Kemerdekaan Kebanigsaan itv dalam suatu Undang-undang Dasar Megars
Indones:a ..... . Penganutan paham Konstitisionalismie atau sistera konstity
sional) sekagaz yangkita: Sax{aiﬁaﬁ nanh mempakan pmnsxp yang xhusus danj: '
pada: pnns1p Tiegara- hukum SR ST RRCTRA (0 PR TP

B. Batang Tubuh UUD 1945 menyatakan bahwa ”Presaden Repubhk
indonésia-memegang kekuasaan-Pemerintah menurut Undang-undang Dasar”
(pasaldy: Ketentuan ini berarti bahwa Presiden dalami menjalankan tugasnya®
harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam UUD
Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden yvang berbunyi:: "...o00
memegang teguh Undang-undang Dasar.dan menjalankan segala undang-
undang dan ‘peraturanmya dengan seiurus—iurusnya" melarang Presiden dan
Wakil, Pres;den menyimpang dari perundang-undangan vang berlaku dalam
menjalankan tugasnya, snatu sumpah vang harus dihormati oleh Presaden‘
dan Wakil Presideng dalam mempertahankan asas negara hukum. Ketentuan
ini dlpertegas lagi oleh, pasa! 27 UUD.1945 yang menetapkan i Segala warga-
negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib
menjunjung I—Iukum dan. Pemenntahan itn dengan tidak ada kecuahnya” 4
Pasal ini selain menjanun prms:p ”equahty before the law”, suatu hak demo— :
krasi yang fundamentai juga menegaskan kewajlban warganegara unruk men- .
Junjun tmggi huknm, suatu prasyar ianggengnya negara, hukum

C Pen)elasan UUD 1945 yang merupakan penjelasan antheunek dan .
menurut Jhukum tatanegara Indonesia, penjelasan UUD. 1945 jtu. amempunyai
n11a1 yundlsfz dengan huruf-hurnf besar. menegaskan : ”Negara Indonesia. -
berdasarkau atas hukum (Rechtstaat). tidak berdasarkan kekuasaan belaka .
{Machtstaat)”. Ketentuan terakhir ini memperjelas, apa yang secara tersurat ..
dan tersirat teiah dmyatakan daiam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD.
1945,

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dengan berbagai
latar belakang budaya, agama, kelompok soszal dan politik, dalam memper-
3uangkan aspirasi dan kepentmgan politiknya punya potensi bagl tumbuhnya
konflik-konflik sosial. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang seperti itu,
etika politik yang dibutuhkan adalah yang dapat mempersatukan semua vang

12/ ikat karangan saya, Nitsi Yuridis Pancasila dalarh Pembukaan UUD 1945, Hﬂkum dan Masyamkai (i%é), )
1.2.3. 5h.66-71. :
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245, pasal 27 ayat Ltelah menegas-.

dalam kcnsntusx sangat meneniukan dalam perlmdungzm konst;tusmnal yang
dibenkan kepada berbagai-bagai golongan masyarakat di Indonesia. Dlsam- '
ping itu pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menyatakan pula : "Negara menjamin .
-kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk-agamanya masing-masing -
éan untuk bynbadat meuurut agama.nya dan kepercayaannya 1tu” i

Ketentuan pasal 5 U U No 14/ 1970 vang menegaskan ”Pengad:lan"
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” adalah
dalam hubungan lex generalis, karena dalam hubungan lex specialis oleh UUD
sendiri telah duanun untuk memeiuk dan benbadat menurut agamanya_
masm.sgnnriasn:xg13 s

§3.Tsmall § auny. Mkltar Rancangan Unuang—undang :entang Pemdnan Agama Sunm Muhamad:yah, 1 .‘iu» :
"ni:1989. ; ; ; ; y .

U e o

o Semua ‘buku dibakar, berbagai kota dihancurkan
| Tetapi Kebenaran dan hasrat kebebasan
selalu menyelinap dihaii penduduk
. (Roosevelt)
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